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ABSTRAK

ANDI ADHA (BI1198033), Tinjauan Hukum Pembuaran Peraturan Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan Tentang Retribusi, dibawah bimbingan Bapak Abdul Razak sebagai
Konsultan [ dan Bapak Achmad Ruslan sebagai Konsultan IL

Perubahan tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Tap
MPR No. TI/MPR/2000 yang mengakomodir Peraturan Daerah sebagai salah satu
tata unian perundang-undangan Indonesia, Peraturan Daerah menjadi pelaksana
yuridis dalam era otonomi. Otonomi daerah melahirkan suatu semangat kemandirian
daerah untuk saling memacu diri dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya.
Kemandirian itu  berbentuk kemampuan daerah untuk membiayai  sendiri
pembangunannya yang bersumber dari dana pendapatan asli daerah. Pendapatan asli
daerah selain pajak adalah retribusi, untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi,
Pemerintah Daerah membuat berbagai macam Peraturan Daerah tentang retribusi
berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah RL Nomor 66
Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, yang justru melahirkan kesulitan baru seperti
menghambat investor untuk menanamkan modalnya dan membebani masyarakat
daerah. Kesulitan ini berangkat dari permasalahan kurangnya pemahaman dalam
pembuatan dan penyusunan Peraturan Daerah

Pada penulisan skripsi ini metode penelitian dilakukan dengan mengadakan
studi pustaka dan wawancara di Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan,
Riro Hukun dan Organisasi, Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi
Hukum serta di Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Bagian
Persidangan.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini adalah mekanisme pembuatan
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Keputusan DPRD Propinsi
Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Tata Tertib DPRD Propinsi
Sulawesi Selatan dan bentuk teknis pemyusunan Peraturan Daerah mengacu pada
Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan keputusan
Presiden. Kesimpulan yang Penulis peroleh dari penulisan ini adalah mekanisme
pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi terdiri 3
(tiga) tahapan yaitu tahap pra pembahasan, tahap pembicaraan dan pembahasan, dan
tahap penandatanganan. Pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Sclatan
Tentang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi
Qulawesi Selatan. Adapun faklor pendukung dalam pembuatan Peraturan Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi adalah amanah undang-undang dan
meningkatkan pendapatan daerah sedangkan faktor penghambat adalah penilaian
politis.

viti
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.

Perubahan dalam fala urutan perundang-undangan di Indonesia yang
sehelumnya di atur dalam Ketetapan MPRS Nomor XMPRS/1966 tentang
Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor [X/MPR/1978 yang kemudian diganti dan dicabut
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
[MI/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan, Tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut
TAP MPR Nomor II/MPR/2000, adalah:

]. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik [ndonesia;

3. Undang-Undang,

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

5. Peraturan Pemerintah;

6. Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah,
Dalmhhmﬁini.?mﬂmﬂaﬂahﬁﬁda}mﬂmkmﬁ]ahsammmmm

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, dimana perubahan substansial



adalah mengakomodir semangat otonomi daerah dengan menempatkan hierarki
Peraturan Daerah lebih tinggi tingkatannya dari Keputusan Menteri. Hal ini berarts
Peraturan Daerah merupakan acuan formal dan menjadi  dasar yuridis bagi
Pemerintah Daerah dalam menjalankan segala aknfitas pemerintahannya.

Penggunaan alasan yuridis yang berbentuk perundang-undangan formal
merupakan salah satu aspek dalam melakukan proses pemahaman terhadap suatu
aturan yang ada. Pemahaman seperti ini amat berpengaruh dan telah menjadi paham
yang sebenamya mempunyai akar sejarah panjang dalam dunia hukum. Sehingga,
dalam era olonomi dacrah, keberadaan Peraturan Daerah tentu memjadi sangat
penting. Peraturan Dacrah merupakan suatu jaminan kepasban hukum bag
Pemeriniah Dacrah setempat agar tidak terjadi suatu ironisme dan inkonsistensi
dalam pelaksanaan otonomi daerah yang secara prinsip telah mengganskan adanya
desentralisasi dan kewenangan dacrah untuk melakukan suatu pengaturan dan
pengkondisian sendin yang hersifat khusus bagi daerahnya, sepanjang secara prinsip

tidak bertentangan dengan peratoran perundang-undangan nasional.

Pada kenyataannya lebih dari 7.000 Peraturan Daerah (perda) dinilai oleh
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tidak layak untuk diterbitkan. Alasannya,
antara lain perda-perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang ada serta menimbulkan tumpang tindih dan kerancuan. Menteri Dalam Negeni
(Mendagri) Hari Sabarno menjelaskan, sejak tahun 2001 Depdagri selalu menernma

rekomendasi dari berbagai departemen agar mencabut perda yang “bermasalah”



Seperti halnya, Menteri Keuvangan (Menkeu) merckomendasikan agar 206 perda
dicabut karena tidak mendukung iklim usaha di Indoncsia. Perda-perda tersebul
dinilai hanya berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi memberatkan
pengusaha sehingga kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

(Kompas, 14 Agustus 2003).

Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi luas, myala dan bertanggung
jawab adalah pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dani
pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kemandirian daerah dalam hal pembayaan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwojud. Untuk meningkatkan
pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta
peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyedian sumber-
mMWmﬂidwﬂkhmmymghmsuMd&ﬁmhﬁim
schingga hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyedian pembiayaan dari sumber
terscbut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan  kinerja  pemungutan,
penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi
daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi
daerah melalui Peraturan Daerah.

Retribusi daerah cukup besar peranannya dalam menyumbang sebagai
pendapatan asli daerah. Di beberapa daerah, pendapatan yang berasal dari retribusi

daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan pajak daerah.



Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU
R1 Nomor 34 Tahun 2000). Dalam hal retribusi daerah balas jasa dan adanya retribusi
daerah tersebut langsung dapat ditunjuk. Misalnya Retribusi Pasar dibayar karena ada
penggunaan ruangan pasar tertenfu oleh Sang Pembayar retmbusi. Juga Retribusi
jalan, karena kendaraan terientu memang melalui jalan di mana retribusi jalan
tersebut dipungut. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan juran retribusi dianut
asas mamfaat (benefit principles). Dalam asas ini besarmmya pungutan ditentukan
berdasarkan mamfaat yang diterima oleh Si Penerima mamfaat dan pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh Sang Penerima
mamfaal harus sama dengan nilai yang diterimanya. Untuk menilai mamfaat yang
diterima oleh pembayar retribusi harus ditempuh melalui beberapa langkah, yaitu:

a) Pertama di identifikasi mamfaat fisik yang dapat diukur besarmya;

b) Kemudian ditetapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga
psar.ahuhargahamlgpmggaﬂﬁamudmganmtngadakaummy
tentang kesedian membayar (willing ness to pay).

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan

asﬁdaﬁmhagaslﬁhihmmheﬁkanhnbmwmimhbmbmrk:pada

Pemerintah Daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak di
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ubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian

beberapa jenis retribusi belum dilakukan dengan baik schingga realisasi

penerimaannya masih sangal kecil dan lebih kecil dan seharusnya. Dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 diusahakan agar ada peningkatan dalam pendapatan

asli daerah. Undang-undang ini dimaksudkan pula untuk menyederhanakan dan

daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya.

Retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya.
Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa terteniu yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh

Pemerintah Dacrah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dapat dipungut

retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial
ekonomi layak untuk dijadikan obyek
diantaranya dapat dikelompokkan sebagai benkut

L. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum;

retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut

2. Retribusi yangdikmmhnpudajamumha;

3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.
Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan
pencrapannya schingga

Peraturan Pemerintah  agar tercipta ketertiban dalam




memberikan kepastian kepada masyarakat serta dapat disesnaikan dengan kebutuhan
nyata di daerah yang bersangkutan, Demikian pula untuk beberapa jenis perizinan
fertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut
walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetap memerlukan koordinasi
dengan instansi-instansi terkait.

Ketiga jenis retribusi tersebut diatas telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Temtang Retribusi Daerah
yang merupakan acuan bam Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah
tentang Retribusi sebagai sumber pendapatan a¢li daerah selain pajak.

Maka, Iahiﬂahbﬁhagail"emmrmmﬂmh tﬁ:ntangreh'ihusidnﬂrﬂhﬁdﬂgﬂi
sumber pendapatan ashi daerah yang pada akhimya membebani masyarakat. Di 5isi
lain banyaknya Peraturan Daerah tentang retribusi daerah yang tidak masuk akal
menghambat investor pntuk menginvestasikan modalnya.

Pummﬂm“gmﬁhuﬁdamhmgmmmﬂahpmwﬂ!an
proses pembentukan perda itu sendiri Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan alasan mﬂﬁng}mﬂmnpmdapamnnsiidwahymgsmbunyah:mml dari
retribusi, membuat berhagai rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tentang, Retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah. Begitu pula dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi gulawesi Selatan selako badan
legislatif yang memberikan persetujuan atas terbentuknya perda tersebut kadang

korang memikirkan efek/dampak yang timbul dari adanya perda terschut. Berbicara




tentang kualitas produk hukum, maka akan dibicarakan teniang proses dan
mekanisme lahirya produk hukum itu sendin. Tentang proses dan mekanisme inilah
yang selama ini menjadi faktor kesulitan bagi publik untuk memperoleh akses yang
luas dalam pembuatan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah yang
diimplementasikan pada masyarakat luas.

Dari uraian diatas, melahirkan satu inspirasi untuk menelit dan mengkay
permasalahan Peraturan Dacrah tentang Retribusi Daerah melalui penulisan/
penyusunan  skripsi dengan  judul ~IINJAUAN  HUKUM PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG
RETRIBUSI™.

B. Rumusan Masalah.

Uraian latar belakang masalah diatas memiliki ruang lingkup permasalahan
yang cukup luas sehingga dalam pembahasan selanjutnya perlu diromuskan masalah
yang muncul agar memudahkan dan memfokuskan penelitian dan pembahasan ke
amhjuﬂuiyangdipilih

Untuk mempermudah pencapaian maksud dan tujuan dari penulisan ini, maka
Penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:
|. Bagaimanakah mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tentang Retribusi?
2. apakmwngmhﬂfwmdukmmﬁmmmmhﬂdmm

pembuatan Peratoran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi?



C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.

Dalam pembuatan skripsi ini sudah tentu Penulis memiliki tujuan dan
kegunaan tersendiri yang merupakan faktor pendorong dalam pembuatan skripsi ini.
Secara lengkap dapat Penulis paparkan sebagai berikut:

Tujuan,

a Untuk mengetahui pelaksanaan tatacara pembuatan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.

Kegunaan.

a Untuk memperiuas dan memperdalam khasanah berpikir Penulis dalam
menganalisa dan memberikan pemecahan terhadap suatu masalah hukum
terutama mekanisme dan tata cara pembuatan Peraturan Daerah

b. Merupakan media bagi Penwlis untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran
dalam rangka ikut memberikan kontribusi pemikiran tentang peningkatan
kualitas produk Peraturan Daerah [:ru?insi Sulawesi Selatan tentang reteibusi

¢c. Memupakan investasi berharga Penulis kelak apabila akan berkiprah dalam

kehidupan masyarakat serta profesi hukum yang dicita—citakan Penulis di

masa depan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Peraturan Daerah.

Sebelum Penulis membahas tentang Peraturan Daerah, ada baiknya Penulis
mengemukakan terlebih dahulu apa sebenamya peraturan itu. [rawan Soejito (1977:8)
menyamakan keputusan, peraturan dan peraturan daerah, karena pada hakikatnya
ketiganya merupakan keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh penguasa yang
berwenang menetapkannya, sebab ketiga-tiganya merupakan perwujudan kehendak
penguasa ketika harus bertindak.

Melihat sifatnya, keputusan dalam arti Juas itu dapat di bagi dalam keputusan
dalam arti sempit dan peraturan dalam arti luas, sedang peraturan dalam arti luas
dapat di bagi dalam peraturan dalam arti sempit dan peraturan daerah. Keputusan
dalam arii sempit dapat diartikan sebagai suatu perwujudan kehendak dari seorang
penguasa atau pejabal umum yang ditupaskan untuk melaksanakan suatu norma
hukum tata usaha tertentu. Dapat dikatakan keputusan dalam arti sempit it
merupakan syatu norma untuk hal khusus atau tertentu saja, schingga dengan
diambilnya keputusan itu berakhirlah pula fungsi keputusan itu.

mmwhmﬂmmmﬁtmsmmm suatu
norma untuk suatu hal tertentu saja, peraturan dalam arti luas adalah keputusan yang
merupakan norma buat setiap hal yang dapat dimasukkan kedalamnya, dengan kata

lain, peraturan dalam arti luas ity sifatnya umum dan dimaksudkan untuk berlaku



lama. Sedang dalam ari sempit Peraturan adalah peraturan sebagai diuraikan yang
bukan peraturan dacrah.
[rawan Soejito (1977 : 21 ) memberikan suatu kesimpulan bahwa :
|. Peraturan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk berlaku lama
dan merupakan suatu pokok kaidah (norma) buat segala hal yang dapat
dimaksudkan dalam norma it
7. Peraturan daerah adalah pada omumnya peraturan yang dimaksud dalam
angka 1, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD)
dan berlaku (mengikat) umum (a/gemeen hindende regels), baik yang
memuat ancaman pidana maupun tidak dam memenuhl  syaral-syarat
terientu.
Yang dimaksud “dan memenuhi syarat-syarat tertentu” ialah syarat-syarat yang
tersebut dibawah ini :
a IthHITHMEﬂlEﬁﬁﬂihNUEdﬂﬂmNﬂnlﬂﬂlﬁﬂwﬂalhmﬂhlkmﬁm
;mnmmﬁmnEhmmnEknﬁkﬂmmRahmtDmﬁihmumimmamﬁnhﬂ.ﬂhﬂﬂ
69 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999).
b. Peraturan Dacrah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri
Dalam Neger.
C. IwnmmunihmmhImnmlﬁmn&mummﬂiﬂdlKnpﬂthtﬂm dan Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersangkutan.
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d Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan
sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka wakiu yang
ditentukan untuk pengesahannya berakhir.

e. Peraturan Daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah
diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan (Pasal 75 ayat
(2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999).

Pendapat ahli lain, S.F.Marbun (1988:57) memberikan pengeriian peraturan

sebagai berikut:
ﬂ%anM1wiﬂﬂlmﬁm@ﬂmnIwkMMjwmgiﬂﬂﬁhﬂmm'MNJgﬂﬁmﬂlmﬂm
yuglmmﬂMJmmﬁkutmmmﬁmdﬁn1mnmx¢mtm;mwamhhhnmmpﬂw
hal-hal yang bersifat umum (general}”.

Untuk menuangkan hal-hal ﬁmgbmﬁﬁntmumlmwﬂnidﬁmmﬂmhmluMh

S F. Marbun ke dalam peristiwa-peristiva yang bersifat  konkriv/myata, maka
dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang pada dasamya merupakan jalan untuk
wmnmﬁwapﬂﬁm“auﬂmnlEnmhﬂﬁdﬂmgﬂdmmﬁdﬂﬂmamﬂnn

[hmldﬁhﬁmﬁImg5mmyﬂmnPﬁmmnm]mmnm,ﬂhﬂ@hmmadﬁdnﬂmn

dalam Pasal | angka 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi, bahwa :

“Peraturan Dacrah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah ™
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B. Bentuk Peraturan Daerah.

Meski hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan, sccara
umum dapat dinyatakan bahwa dalam realitas kehidupan masyarakal modern, apa
yang dimaksud dengan hukum schagian besar dapat ditemukan dan dirumnuskan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan adalah suatu
pejala yang relatif kompleks yang proses pembentukannya melibatkan berbagai
faktor kemasyarakatan lainnya.

Pembentukan peraturan  perundang-undangan  adalah ikhtiar/upaya
merealisasikan tujuan tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan
prilaku dalam konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui kaidah-kaidah hukum
yang diarahkan kepada prilaku warga masyarakat atau badan pemerintahan. Sedang
tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu kepada idea atau
tujuan hukum secara umuim yaitu perwujudan keadilan, kemamfaatan dan kepastian
hukum.

Menurut teori perundang-undangan, pembentukan  peraturan perundang-
undangan meliputi dua masalah pokok yaitu aspek materil/substansial dan aspek
formal/prosedural. Dalam penulisan ini Penulis menekankan pada aspek
formal/prosedural suatu peraturan perundang-undangan. Aspek formal/ prosedural
hHhMmmgmudﬁ@mnkﬁﬁﬁﬂﬂpﬂmbﬂWMﬂﬂptHMMﬂﬂpﬁﬂnﬁmurmthmguh

Peraturan Daerah sebagai salah produk hukuvm tentunya harus memenuhi

aspek formal/ prosedural dalam pembentukannya. Berdasarkan hasil penelitian
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pustaka di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang bentuk Peraturan
Daerah dan teknik penyusunannya mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 44
Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan
Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan
Rancangan Keputusan Presiden. Meskipun Keppres ini tidak menyebutkan tentang
Peraturan Daerah, tetapi secara tegas dalam Pasal 2 disebutkan :

“Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan scbagaimana di maksud

dalam Pasal 1, berlaku untuk penyusunan peraturan perundang-undangan

tingkat pusat dan daerah™
Secara hierarki perundangan-undangan, keluarya KEPPRES Nomor 44 Tahun 1999
otomatis mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 Tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Hal inilah menjadi dasar pertimbangan Kepala Daerah Sulawesi Selatan untuk
ummmmmlkmnmmlmmnmlmﬁmwﬂmnKEPHHHEHMmmr¢£TﬂmnlﬂHtmhm
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, Memperhatikan bentuk
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam KEPPRES Nomor 44 Tahun
1999, maka dapat diketahui sualu peraturan penmndang-undangan ferdini dari
beberapa bagian yaitu:

1. Penamaan atau “ infitide, lomg title ™

2. Pembukaan

3. Batang tubuh

4. Penutup

i



5. Penjelasan

6. Lampiran
Uraiannya secara lebih jelas sebagai berikut :
1. Penamaan

Penamaan aiau judul adalah bagian awal dari Peraturan Perandang-undangan
yang harus dapat mencerminkan secara singkat dan jelas isi dari Peraturan Daerah.
Penulisan nama atau judul ini harus didahului dengan nama dan jenis peraturan
perundang-undangannya, nomor dan tahun pembuatannya.
2. Pembukaan

Pembukaan pada Peraturan Daerah berisi:

a Perkaiaan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".

b. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Peraturan Daerah.

¢. Konsideran, yang dicantumkan dengan kata-kata “menimbang™.

4. Dasar hukum, yang dicantumkan dengan kata-kata “mengingat”.

e. Frasa “Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah™.

f Memutuskan.

g Menetapkan.

h. Nama Peraturan Daerah yang bersangkutan,
3. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Daerah memuat sctiap aspek dari substansi atau

materi yang hendak diatur oleh Peraturan Daerah. Setiap aspek dari substansi ini pada
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dasarmmya diremuskan dalam bentuk pasal-pasal. Pada umumnya, pengelompokan
dalam batang tubuh terdiri atas :

a. Ketentuan Umum;

b. Maten yang diatur;

¢. Eetentuan Pidana;

d Ketentuan Peralihan:

e. Ketentuan Penutup.
4. Penutup

Penutup adalah bagian akhir suatu Peraturan Daerah yang memuat rumusan
pengundangan atau pengumuman dan penandatanganan. Rumusan perintah
pengundangan Peraturan Daerah yang harus dimuat dalam Lembaran Dacrah yang
berbunyi :

“apar setiap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dalam Lembaran Daerah®™.

5. Penjelasan
Adakalanya Peraturan Daerah memerlukan penjelasan, baik pemjelasan umum

dan penjelasan pasal. Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum
yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Daerah. Pada bagian penjelasan pasal
dijelaskan makna dari norma-noTMa yang terkandung didalam setiap pasal didalam

batang tubuh.
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6. Lampiran

Apabila Peraturan Daerah memerlukan suatu penjabaran teknis yang lebih
terinci. Penjabaran tersebut dapat diletakkan pada bagian lampiran.
C. Pengertian Retribusi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, retribusi berarti pungutan vang oleh
pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa, dan dalam Pasal | angka
26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Momor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retnibusi Daerah menyebutkan
tentang pengertian retribusi, yaitu :

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan
daerah sebagai pembayaran afas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan™.
Dalam pengertian retribusi di atas ada 2 objek pokok retribusi yaitu Jasa dan
Perizinan tertentu. Dalam Pasal 1 angka 27 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000
disebutkan definisi Jasa, yaitu

“Jasa adalah kegiatan Pemerintah Dacrah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan®.
Lanjut pada Pasal 1 angka 30 disebutkan pengertian Perizinan tertentu, yaitu

“Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Du:mh dalam rangka

pemberian jzin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
ruang, penggunaan guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian linghkungan”,
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Sedangkan Wajib Retribusi diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang Undang

Nomor 34 Tahun 2000, vaitu:

“Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu”™.

Objek Retribusi pasal 1% ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,
terdiri dari :

a. Jasa Umum;

b. Jasa Usaha;

¢. Penaznan Terentu.

y Retribusi dibagi atas 3 golongan sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat {2)
Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, yaitu

1. Retribusi jasa umum ;

2. Retribusi jasa usaha ;

3. Retribusi penzinan terienfu .

1. Retribusi Jasa Umum.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau dibenkan
oleh Pemerintah Dacrah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (UU Nomeor 34 Tahun 2000 Pasal 1
ayat (28)).
kriteria yang digunakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal
18 ayat (3) huruf a, adalah bahwa:

| Refribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
usaha atan retribusi perizinan tertemntu;
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Rasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam memiliki
pelaksanaan desentralisasi;

Jasa terscbut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan
yang diharuskan membayar retribusi, disamping umtuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum;

Jasa tersebut layak dikenakan retribusi;

Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya,

Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, scria merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan

Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan
tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Adapun yang termasuk dalam retribusi jasa pelayanan umum yang terdapat dalam

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah R 1L Nomor 66 tahun 2001 antara lain:

oo p

eeEm e A

Retribusi Pelayanan Kesehatan,

Retribusi Pelayanan Persampahan/K ebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte
Catatan Sipil;

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar,

Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor,

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada

kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan ketentuan ini

maka daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang

akan dicapai dalam menctapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup

sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu

golongan masyarakat kurang mampy sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
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Dengan demikian, prinsip dan sasaran dalam penctapan tarif retribusi jasa
umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan
golongan pengguna jasa. Sebagai contoh:

a. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat
ditetapkan sedemikian rupa sehinpga dapat menutup biaya pengumpulan,
transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan
masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.

b, Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum
daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga
memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih
rendah.

c. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat
ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan
kemacetan dengan sasaran mengendalikan tinggkat penggunaan jasa parkir
sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha.
Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarmya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta. (Pasal 1 ayat (29) UU Nomor 34 Tahun 2000).
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Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha haros memenuhi
krileria yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b UU Nomor 34 Tahun 2000
sebagai berikut:

l. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
umum atau retribusi perizinan tertentu; dan

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau
terdapat harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan
secara penuh oleh Pemenintah Daerah,

Jadi yang menjadi obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut
belum cukup disediakan oleh swasta.

Secara rinci Tetribusi atas jasa-jasa usaha yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Pemerintah B_L Nomor 66 Tahun 2001 sebagai berikut:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
Tempat Pelelangan;

Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraan/Villa,
Retribusi Penyedotan Kakus;

Retribusi Rumah Potong Hewan,

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal,
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
Retribusi Penyeberangan di Atas Air,

1. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

m. Retribusi Penjualan Produkst Usaha Daerah.

ForEFRmOQN TR

Untuk retribusi jasa usaha dapat berfungsi scbagai sumber pendapatan daerah

dan sebapai alat pengatur. Kegiatan usaha yang kurang dikehendaki Pemerintah

Daerah dapat dikenakan tarif retribusi  yang relatif lebih mahal daripada kegiatan
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usaha yang didorong perkembangannya oleh Pemenintah Daerah. Seperti untuk usaha
penjual minuman keras dapat dikenakan tarif retribusi yang tinggi, sedangkan kepada
usaha pengolah limbah cair dapat dikenakan tarif retribusi atau bahkan dapat diberi
subsidi oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemenntah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan urtuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
penggunaan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkumgan.

Dalam menetapkan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan kriteria yang
terdapat dalam Pasal L8 ayat (3) hurufc UU Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut:

|. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan uang diserahkan
kepada daerah dalam rangkap asas desentralisasi, ) 1

9 Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan
umum; dan

- biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut
cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi penzinan.

Jenis retribusi perizinan tertentu scbagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Pemerintah R.L Nomor 66 tahun 2001, yaitu:

a Retribusi zin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;

c. Retribusi [zin Gangguan,
d  Retribusi [zin Trayek.
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Pengajuan izin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap dikenakan retribusi karena badan-badan itu
merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipis:a_hl-:an. Pengajuan izin
oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi
Perizinan Tertentu. Jadi yang menjadi obyck retribusi perizinan kepada kegiatan
tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemamfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas fertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestanan hingkungan.

Selain ketiga jenis retribusi diatas ada pula jenis retribusi  lain-lain
sebagaimana diatur pada Pasal 6 yang menyebutkan -

“Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini,

dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis rtetribusi lainnya sesuai

kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang”,

Yang dimaksud dengan retribusi lainnya, antara lain, adalah penenmaan
Negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah. Dengan ketentuan ini maka
daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan
dicapai dalam menetapkan tarif retribust.

D. Dasar Hukum Pembetukan Peraturan Dacrah Tentang Retribusi

Dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan secara tegas tentang Pembentukan Peraturan

Daerah, yaitu :
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“ Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas Persetujuan DPRD
dalam Pemilik penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut
dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tingg “.

Lebih lanjut dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan:

(1) Peraturan Daerah dan Keputusan Dacrah yang bersifat mengatur
diundangkan dengan menetapkannya dalam lembaran daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mempunyai
kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran
daerah.

Landasan yuridis pembentukan peraturan dacrah tentang retribusi daerah
secara legas diatur pada pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Undang-
undang Momor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu

(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Dacrah tentang retribusi tidak berlaku surut.
(3) Peraturan Daerah tentang retribusi  sekurang-kurangnya —mengatur
ketentuan mengenai:
nama, obyek, dan subyek Retribust;
golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
carammgukurth':gkaipmggmmanjam yang bersangkutan, :
prinsip yang dianut dalam pepetapan struktur penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi;
struktur dan besamya tarif retribusi;
wilayah pemungutan;
tata cara pemungutan;
sanksi administrasi;
tata cara penagihan;
j. tanggal dan mulai bﬁlalrml;-,m_ |
(4) Peraturan Daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:
a  masa Retribusi;
b, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal
tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya,
c. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.

po B

MR P
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(5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam
Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan
masyarakat sebelum ditetapkan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh
Kepala Daerah,
Landasan operasional pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. ,
E. Alat Kelengkapan dan Jenis Rapat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Alat kengkapan DPRD
Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 3 orang
wakil ketua yang ditetapkan melalui pemilihan. Ketua dan Wakil ketua-wakil ketua
DPRD memegang pimpinan sehari-har. Wakil ketua-wakil ketua membantu ketua
dalam pimpinan DPRD. Bila ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya
dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua, dan apabila ketua dan wakil
ketua-wakil ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau menunggal dunia maka
fraksi-fraksi mengadakan rapal yang dipimpin oleh anggota tertua dan anggota
ﬁmmudadhmmnaumnmnumnﬂnmmmnhmnnPhnﬁnnnnmniDPRIL

Tugas dan kewajiban Pimpinan DPRD adalah

1. Menyusun remmmtﬂrjadﬂﬂnmgadﬂkﬂnpembagianmjamdm

wakil ketua certa mengumumkan rapat paripurna.
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2. Memimpin rapat paripurna panitia musyawarah dalam menetapkan acara
rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya.

3. Memimpin rapat DPRD dan menjaga agar peraturan lata tertib
dilaksanakan secara scksama, memberi izin berbicara agar pembicara
dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.

4. Menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.

5. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat.

6. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

7 Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap pedu kepada
Gubemmnur.

g Mengadakan konsultasi dengan Gubermnur.

9. Member persetujuan terhadap pengangkatan Sekretaris Daerah.

10. Pimpinan DPRD sewakiu-waktu dapat menghadini rapal-rapal komisi,
mempunyai hak bicara tapi tidak memiliki hak suara.

b. Komisi-komist

Komisi-komisi, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Setiap anggola
DPRD kecuali Pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu komisi.

Penempatan anggota didasarkan atas tercapainya efisicnsi dan efektifitas tugas

DPRD.
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Tugas komisi-komisi DPRD schagai berikut:

Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan dacrah dan
rancangan keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing
komisi.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
ketentuan perundang-undangan lain, keputusan Gubernur, pelaksanaan
APBD, kebijakan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan kerjasama
internasional di daerah.

Membantu Pemimpin DPRD uniuk mengupayakan penyelesaian
masalah yang diasampaikan Gubernur kepada DPRD.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah melalui
Pimpinan DPRD terhadap rencana perjanjian intermasional yang
menyangiut kepentingan daerah.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat,
sesuai bidang tugasnya.

Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh
komisi yangbersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah dan rapat dengar
pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi kemasyarakaian atas

dasar pembidangan dan keterkaitan fungsional.



8. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk

dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.

9.  Menyusun pernyataan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu

masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-masing, dan;

10. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD temang hasil pekeraan

komisi.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif,
vang terdiri atas scorang ketua dan dua wakil ketua, sekretaris dan seorang wakil
sekretaris. Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan
d&n1ﬁnﬂaﬁbmldrngu:ﬁmpunman]DFRIidanlm&nummyﬂ masa tugas selama satu
tahum sidang.

Adapun komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

a Komisi A: Bidang Pemerintahan;

b. Komisi B: Bidang Perekonomian

¢. Komisi C: Bidang Keuangan

d. Komisi D: Bidang Pembangunan, dan;

¢. Komisi E: Bidang Kescjahteraan Rakyat

Pembidangan masing-masing komisi disesuaikan dengan kewenangannya,

ketertiban masyarakat, informatika/komunikasi dan pengelolaan data elektronik,
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Musyawarah

media massa, hukum/perundang-undangan dan HAM, kepegawaian/aparatur,
perizinan, organisasi sosial politik, organisasi sosial masyarakat dan pertanahan.
Komisi B, Bidang Perekonomian, meliputi perdagangan, perindustnian,
pertanian, perikanan dan kelautan, petemnakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan
pangan/ logistik, koperasi dan UKM, dan pariwisata.
. Komisi C, Bidang Keuangan, meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusi,
perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman
modal.
_ Komisi D, Bidang Pembangunan, meliputi pembangunan prasarana wilayah,
pemukiman, tata ruang, sumber daya air, perhubungan, pertambangan dan energi
dan lingkungan hidup.
. Komisi E, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi ketenagakerjaan, pendidikan,
ilmu pengetahuan dan teknologt, kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan,
sosial, keschatan dan keluarga berencana, peranan wanita dan transmigrasi.
Panitia-panitia

Panitia-panitia merupakan alat kelengkapan DPRD, yang terdiri dari:
. Panitia Musyawarah.
Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap,
dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Panitia
terdiri atas wakil setiap fraksi berdasarkan perimbangan jumlah

anggotanya dan wakil dari setiap komist.
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Panitia Musyawarah mempunyai tugas:

a. Memben pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DFRD fentang
penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan
Pimpinan DFRD maupun tidak. |

b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.

¢. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan
pendapal

d. Memberi saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar
segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

e. Bermusyawarah dengan Gubernur mengenai hal yang berkenaan dengan
penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DFRD
atau oleh Gubermnur.

2. Panitia Anggaran.

Paﬂﬁahnggmmmﬂﬁkﬂﬂﬂdkdmgkamnmﬂﬂmgm&tmdm

dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Panitia anggaran

mempunyai tugas, yaitu:
2 Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan
rancangan keuangan Nota Keuvangan, rancangan APBD, dan

perubahannya.
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b. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota keuangan,
rancangan, perubahan dan perhitungan DPRD ysng telah disampaikan
oleh Gubernur.
c¢. Panitia anggaran memberikan saran pertimbangan anggota DPRD.
d. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh sekretanis DFRD.
3. Panitia Urusan Rumah Tangga

Pamitia Urusan Rumah Tangga merupakan alat kelengkapan DFRD yang
bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
Panitia Urusan Rumah Tangga mempunyai fugas, yaitu:

a  Memberi saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan
Rencana Anggaran Belanja DPRD.

b. Mengatur urusan rumah tangga anggota dewan khususnya menyanglart
hak-hak anggota dewan.

c. Mengusulkan peningkatan kesejahteraan anggota sesuai aturan yang
berlaku.

d Menyampaikan usul kepada Pimpinan DPRD dalam hal pengelolaan
Sekretariat Dewan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dewan.

& Mmmwdmmmm@g@mmﬂﬂ mengenai kesejahteraan
dan urusan kerumahtanggaan DPRD.

f Dalam melaksanakan tupgas-fugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.



4. Panitia Khusus.

Panitia. Khusus dibentuk oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar
pertimabangan Panitia Musyawarah. Panitia khusus merupakan alat kelengkapan
DPRD yang bersifat sementara.

Panitia khusus terdini atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DFRD,
termasuk ketva, wakil ketua dan sekretaris yang ditetapkan dengan keputusan
Pimpinan DPRD. Panitia khusus dapat menunjuk scorang anggotanya schagai
pelapor. Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai sckretaris bukan
anggota.

Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Panitia khusus bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD. Masa tugas Panitia Khusus, apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh
Pimpinan DPRD. Panitia khusus dalam melaksanakan tuganya dapat melakukan
study banding di dalam maupun di Juar provinsi. Panitia khusus melaporkan hasil-
hasil rapatnya kepada Rapat Pimpinan Diperluas, Panitia khusus dibubarkan oleh

Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasan berakhir atau karena tuganya
dinyatakan selesai.

Jenis Rapat DPRD.

Rapat-rapat DFRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali

dipandang perlu oleh pimpinan rapat, atas kescpakatan peserta mpat dinyatakan

sebagai rapat tertutup.

_Ata




Jenis rapat DPRD terdiri dari:
Rapat Panpuma.
Rapat Paripurna adalah rapai anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau
Wakil Ketua DPRD dan merupakan forum fertinggi untuk pengambilan
keputusan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
. Rapat Paripurna Istimewa
Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua
atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak

mengambil keputusan.

. Rapat Paripurna Khusus

Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua
DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD membahas hal-hal
yang khusus.

Rapat Fraksi

Rapat Fraksi adalah rapal anggota fraksi yang dipimpin oleh ketua fraksi atau
wakil ketua fraksi.

Rapat Pimpinan Fraksi

Rapat Pimpinan Fraksi adalah rapat unsut Pimpinan Fraksi yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua fraksi.
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Rapat Pimpinan DPRD

Rapat Pimpinan DPRD adalah rapat unsur pimpinan DPRD yang dipimpin olch
ketua atau wakil ketua DPRD.

Rapat Pimpinan Diperluas

Rapat pimpinan Diperluas adalah rapat pimpinan DPRD ditambah Pimpinan
Fraksi, Pimpinan Komisi, Pimpinan Panitia-panitia, yang dipandang perlu dan
dapat mengundang unsur Pemerintah Daerah dipimpin oleh Eetua atau Wakil
Ketua DPRD.

Rapat Panitia Musyawarah

Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat anggota Panitia Musyawarah yang
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.

Rapat Panitia Anggaran

Rapat Panitia Anggaran adalah rapat anggota panitia anggaran yang dipimpin
oleh Ketua atau Wakil Kefua Panitia anggaran

Rapat Panitia Urusan Rumab Tangga

iti mah
Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga adalah rapat angeota panitia wrusan ru

tan ang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia urusan Rumah Tangga
2ga Y

Rapat Komisi |
isi ipEmpi wakal
Rapat Komi . - dalah rapat anggota komst yang dipimpin oleh ketua atau
apat sl ¥
ketua ketua atau sek::taris.fwakil sekretaris komisL
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. Rapat Pimpinan Komisi

Rapat Pimpinan Komisi adalah rapat unsur Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh
Ketua atau wakil ketua komisi

. Rapat Gabungan Komisi

Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dan satu
komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dipimpin oleh
ketua komisi yang paling dekat keterkaitannya dengan masalah yang dibahas.

. Rapat Pamitia Khusus

Rapat Panitia Khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua panitia khusus.

Rapat Kerja

Rapat Kerja adalah rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan
Komisi/Panitia Khusus dengan Gubernur afau Pejabat yang ditunjuk.

. Rapat Dengar Pendapat.

Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisy/

ieaci Kemasyarakatan/ W
Panitia Khusus dengan Lembaga/ Badan/ Organisast Re s

Masyarakat.




BAR I
METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dalam penulisan skripsi
ini, penulis menggunakan metode tertentu schingga data dan informasi yang
dikumpulkan betul-betul sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penclitian dengan tata cara
sebagal berikut
A. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian penulisan ini dilakukan di  Kantor Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan Biro Hukum dan Organisasi Bagian Peraturan Perundang-undangan
dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rantor

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan seria studi pustaka (inlernet) yang mana penulis

melakukan pada situs www.detiklaw.com.
B. Jenis dan Sumber Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ;

1. Data primer adalah data langsung yang diperoleh penulis melalut

SHJ. hﬂ-ln. EIﬂ] ﬂﬂ Eim

i inei Sulawesi Selatan dan
i Hukum Pemerintah Provinst
undangan dan Dokumentasi Hu

i i iat DPRD
Bapak Drs. M. Sakka Taggiling Kepala Bagian Persidangan Sekretan
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2. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari karya ilmiah, dokumen, draft
perundang-undangan tentang Retribusi Daerah, jumnal majalah hukum melalui
penelusuran studi perpustakaan dan studi internet yang berkenan dengan kajian
dalam penulisan skripsi ini,

C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data tentang permasalahan yang dibahas
dalam skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui interview di Kantor
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disertai
studi kepustakaan.

Dalam studi kepustakaan ini Penulis gumakan unfuk mencar teori—{eor,
pendapal ataupun penemuan-penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan
yang dibahas dalam skripsi ini. Data studi kepustakaan tersebut berupa:

l. Peraturan Perundang-undangan,

2. Literatur yang terkait

3. Karya— karya iimiah dari para sarjana hukun

4. Studi intemet
scukkan studi interet ini karena ingin menghargai berbagai

Penulis mem
download (proses copy) yang merupakan




studi internet berupa tulisan—tulisan, tanggapan/diskusi virlual permasalahan tentang
otonomi dacrah.
Analisa data
Hasil studi kepustakaan dan studi internet yang telah dilakukan kemudian
dianalisis dengan metode-metode komparatif masing-masing data yang relevan
uniuk keperluan pembahasan terhadap pokok--pokok pembahasan dalam penulisan
skripsi ini.
Langkah-langkah untuk menganalisa data ini sebagai berikut:
a. Mengadakan inventarisasi bahan-bahan setelah dilakukan identifikasi;
b. Menggolongkan bahan-bahan tersebut ke dalam system klasifikasi bahan
untuk memperoleh data yang merupakan pokok pembahasan;
c. Menganalisa bahan-bahan yang {elah dikualifikasikan dalam suatu data
pﬂmﬂ'punbﬂMEanlﬂmMrkamuﬁan:ﬁpmhmmﬁn#mmikﬁﬁﬂidﬂﬂlﬁmﬂ
cesuai dengan relevansi dan urgensi dari pokok permasalahan yang

dibahas dalam skripsi ini.
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BAR TV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembuatan Peraturan Daersh Propinsi Sulawesi Selatan

Tentang Retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis yang dilakukan di Kantor Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (DPRD Sul-Sel), sebelum membicarakan tentang mekanisme pembuatan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi, terlebih dahulu
Penulis mengemukakan mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan.
1. Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengacu

pada KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN MNomort 50 Tahun 2001 tentang PERATURAN TATA

TERTIE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI

SELATAN yang mulai berlaku anggal 29 Oktober 2001, BAB VIIIL,

PENETAPAN PERATURAN DAERAH (yang selanjutnya
Provinsi Sulawesi Selatan).

disebut sebagai Tata Tertib DPRD
Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi

Mekanisme pmnhuamnfpﬁﬂ‘m“k“

Selatan melalui beberapa tahapan. yaifu:
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a. Asal Rancangan Peraturan Daerah,

Dalam Pasal 4 huruf e Tata Tertib DPRID Provinsi Sulawesi Selatan tentang
Tugas dan Wewenang DPRD menyebutkan “bersama dengan Gubernur membentuk
Peraturan Daerah®, Lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 146 ayat (2) Tam Tertib

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan :

(2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Gubernur dan atau atas
usul prakarsa dan DPRD.

Jadi dapat disimpulkan bahwa inisiatif pembuatan rancangan peraturan dacrah
(ranperda) di Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari 2 pihak ymitu rancangan
peraturan daerah berasal dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan rancangan

peraturan daerah yang berasal dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis di Kantor Pemerintah Provinsi
sasi, Bagian Peraturan Perundang-

Sulawesi Selatan tepatnya Biro Hukum Dan Organi

: i ' Pada Sekretariat DPRD
undangan Dan Dokumentasi Hukum dan Bagian Persidangan Pada

' daerah berasal
Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penyusunan rancangan peraturan

dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, melalui beberapa tahapan yaitu -

1. Mengadakan riset dilapangan-
Sebelum penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah terlebih dahuln

setfpenclitian dilapangan S
p ini dilakukan oleh Dinas-di
jatan rancangan peraturan  dacrah

ybungan dengan muatan afau 151

di :
lakukan sebuah n . "

ranperda tersebut. Riset di lapang?

b
Provinsi yang berhubungan denga® P




(ranperda), biasanya berupa pendalaman materi ranperda bahkan kalau perlu
mengadakan kunjungan langsung terhadap lokasi atau objek tertentu atau dengan
berkoordinasi dengan instansi terkait yang erat kaitannya dengan ranperda tersebut.
Kegiatan riset ini dilakukan oleh dinas yang terkait guna diperoleh data-data

yang akurat serla masukan-masukan dari masyarakat. Hasil dari riset ini menjadi
bahan utama dari materi pembenfukan rancangan peraturan daerah yang akan
dilanjutkan pada tahapan selanjuinya.
2. Pembicaraan di tingkat eksekutif

Pembicaraan di tingkat eksekutif ini materi ranperda di sampaikan dinas yang
terkait kepada Gubernur dan Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan
dalam suatu pertemuan khusus untuk membahas ranperda tersebut dengan
mengundang tokoh masyarakat dan yang paling utama adalah dinas yang terkait
qudmmmﬂmimwmmmmmmk
menghindari kemungkinan terjadinya salah paham antara pelaksana Peraluran e

dengan warga masyarakat, dimana hasil yang akan diperoleh telah tegjaring usul dan

pendapat schingga menjadi final ranperda yang siap di sampaikan ke DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan.
M

huruf & juncto Pasal 27 uruf
gmﬁhﬂkdanl:ewﬂjihmw,dalam

{ Tata Terub DPRD Provinsi
Dalam Pasal 4

Sulawesi Selatan tentang tugas dan wewendl




daerah”, dan
pasal 27 hurof { menyebutkan ”. DPRD mempunyai  hak: £
m!!aj"km rancangan peraturan daerah™. :

Proses penyusunan ranca
| ngan peraturan daerah yang diusulkan DPRD Penulis
uraikan sebagai benkut :
1. Tahap Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah
Dalam Pasal 147 ayat (2) Tatib DPRD Sul-Sel, menyebutkan:

(2) Rancangan peraturan daerah 1
] yang berasal dari usul prakarsa DPRD
b-;cserta ]::njalasmma sehapaimana dimaksud Pasal 47 keputusan ini
disampaikan secara tertulis kepada Gubernur,

Rancangan peraturan daerah atas inisiatif anggota DPRD atan usul prakarsa harus
memenuhi aturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1), (2), (3). (4), (5),
(6), (7), (8) dan ayat (9) Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

(1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota DPRD yang tidak hanya terdin atas
1 (satu) Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa mengenai
rancangan peraturan daerah.

(2) Usul prakarsa schagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada
Pimpinan DPRD disertai penjelasan secara tertulis.

(3) Usul schagaimana dimaksud ayat (2). diberikan nomor pokok oleh

(4) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD _ﬂlsalnpmkan Fﬂda Rapat
Paripuma DPRD. sctelah pertimbangan  dari  Panitia
Musyawarah. :

(5) Para Pengusul diberl kesempatan memberikan penjelasan atas usul
sehagaimana dimaksud ayat (2), dalam Rapat Panpume. .

(6) Pembicaraan mengenai SCSUL dileloukiam - CEDEAN
memberikan kesempatan

kepada: )
. D untuk memberikan pandangan

PRD lainnya
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(7) Pembicaraan diakhin dengan Keputusan DPRD yang menerima atau
menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

(8) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas Prakarsa DPRD
mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan
daerah atas prakarsa Gubernur.

(9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan, para
pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Pengajuan usulan rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD harus
diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggola yang tidak hanya terdin
atas 1 (satu) Fraksi. Usulan rancangan peraturan daerah serla penjelasanmya
disampaikan secara tertulis kepada pimpiman DPRD disertai daftar nama dan tanda
tangan para pengusul seria nama Fraksinya. Sefelah Pimpinan DPRD mendapal
pertimbangan dari Panitia Musyawarah, Pimpinan DPRD akan mengadakan Rapat

Paripurna untuk menentukan apakah menerima atau menolak usul prakarsa menjadi

prakarsa DPRD.

2. Tahapan Pembicaraan.

Pada Rapat Paripurna, Ketud DPRD memberitahukan kepada anggota Dewan

3 da kan
iﬂﬂﬂlmhmganumaﬁgm1ﬁﬂmmmndﬁﬂuhdmnuﬂﬂpﬂkmﬂlﬂﬁﬁﬂ n membagi

naskah rersebut. Dalam Rapat
et - usul prakarsa rancangan peraturan

paripuma yang diadakan, para pengusul

mnperda tersebut. Dan Gubernur atau pejabat yang
pandangan umum terhadap | - )
mewakili diberikan kesempatan I memberikan pendaparny eadady
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ranperda tersebul. Setelah itu para pengusul memberikan jawaban atas pandangan
para anggota dan pendapat Gubernur.

Pada pembicaraan akhir Rapat Paripurna akan memilih apakah usul rancangan
peraturan daerah tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi rancangan peraturan
daerah usul inisiatif DPRD atau tidak Selama usul prakarsa belum diputuskan
menjadi prakarsa Dewan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau
mencabutnya kembali, Apabila usul prakarsa tersebut diterima sebagai prakarsa
DPRD, makammmg.mpﬂrahnndamhtﬂsthutdimwim secara tertulis kepada
Gubernur.

b. Tahapan Pembicaran Rancangan Peraturan Daerah.
Tahapan i Rancanean Peraturan Daerah | dari Gube

Sebelum memasuki Tahap Pembicaraan rancangan Peraluran Daerah ini,

terlebih dahulu dimulai dengan p:nj'ﬂm_pﬂﬂﬂ rancangan Peraluran Daerah oleh

Gubernur melalui Sekertaris Daerah kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi

tersebut di terima, sclanjutny?® Pimpinan
Fraksi atao Komisi dan memberikan arahan kepada Panitia
i isme hahasan, apakah
Musyawarah untuk menentukan jadwal dan mekant pem

anggota DPRD melalui

: Komist atau melalui Panitia
mekanisme pembahasan ranperda  tersebt mclafut
penentuan mekanisme pembahasan,

i tingkat DPRD Provinsi
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Sulawesi Selatan tunduk pada tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini

berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Tatib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,

yang isinya tentang:

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dan Gubernur disampaikan
kepada Pimpinan DPRD dengan surat Gubernur.

(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.

Dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan (2) Tata Tertib DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan menyebutkan
(1) Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan melalui empat tahapan
pembicaraan yaitu tahap 1, 11, 111 dan IV; _
(2) Sebelum ditentukan pembicaraan tahap L I, 11l dan TV diadakan rapat
Frakst,
Untuk lebih jelasnya Tahapan Pembicaraan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Penulis uraikan sebagai berikut:

|. Pembicaraan Tahap L

i caraan Tahap ] meliputi jpurna terhadap Rancangan
:mPF;njelasa: Gshmur dalam Rapat Fen * :

Dari hasil gengan Bapak M. Sekka Tagglling (2 =
il wawancard

 araan I.‘HIJ-EF |
Oktober 2003), menyebutkan pada Pem

Paripurna Penjelasan ini meliputl



Penjelasan Gubernur atau yang mewakili dalam rapat Paripurna Penjelasan terhadap
rancangan peraturan daerah yang disusunnya. Dalam penjelasan yang diberikan
Gubernur atau yang mewakili di depan rapat Paripuma dikemukakan pertimbangan
menyangkut dasar pemikiran dani rancangan peraturan daerah yang telah disusun baik
yang didasarkan dari Peraturan Daerah yang telah ada maupun undang-undang yang
diterbitkan secara nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pembicaraan tahap IL

pembicaraan Tahap I (kedua) atau Rapat Paripuma Pemandangan Umunm.
Secara tegas dalam Pasal 151 huruf a Tata Terib DPRD Provinsi Sul-Sel
menyebutkan:

Pernbicaraan Tahap 1l meliputi: 2

a. Dahmhﬂﬂanmﬂgﬂﬂpmmnwmwl Qs Aiomet

| Pemandangan umum dalam Rapat Paripuma oleh para anggola yang
membawakan suard fraksinya terhadap rancangan _p?lﬂl'l.llﬂ-ﬂ daerah

sebagai anadinﬁk‘sud]msal 147 ajmt{_l}kgpuhﬁm! ini.
Z ana%;“: Gubermur dalam Rapat Panpurni terhadap pemandangan
umum para anggota sehagaimana dimaksud pada hurufa angka L.

pendapat, pandangan maupts

paripurna berikutnya.

3. Pembicaraan tahap I11-
Dalam Pasal 152 ayal (1) dan ayat (2)
Selatan menyebutkan, bahwa:

_A5-
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(1) Pembicaraan tahap TII (ketiga) ialah pembahasan dalam Rapat Komisi/

Gabungan Komisi atau Rapat Pamit ' bersama
_ : a Khusus dilakuk -
sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubcmf : -

(2} Laporan hasil pembahasan pada i : A
T s pembicaraan tahap 111 disampaikan pada
rapat pimpinan diperluas oleh tim penyerasi. e

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Sakka Taggiling, di Bagian
Persidangan pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan, bahwa pada
pembicaraan tahap III pelaksanaan mekanisme yang ditentukan oleh Panitia
Musyawarah sebelum pembahasan rancangan peraturan  dacrah  dilakukan
(wawancara tanggal 20 Oktober 2003).

Ada 2 (dua) mekanisme pada pembicaraan tahap [IT yaitu:
. Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui Komisi.

Pada pembahasan melatui Komisi terlebih dahulu Fraksi memberikan arahan

kepada anggotanya tentang hal-hal yang akan dibicarakan sehubungan dengan

ranperda yang diusulkan oleh
ranperda tersebut. Dalam rapat komisi yang menjads pembahasan

(jubernur. Getelah ita K omisi mengadakan rapat infern

sehubungan dengan

adalah materi dari ranperda tersebut. ot Gt
ng [{_amisi mgujrﬂ]'ﬂpﬂjm Fﬂdﬂpﬂm}rﬂ

mhahasan melalui Komist adalah

rapat Gabungan Komisi, masing s

terhﬂdﬂp‘ rancangan pﬂl’ﬂtﬂmﬂ daﬂ'mh dan musy

pembentukan Panitia Khusus: Setelah s

N " k= TR TR L L e B B e S
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ummklﬂﬂﬂbﬂmﬂ'“mﬁﬁ‘mmxmhlﬂmﬂdhEMMm-Sﬂdﬁtmjwmmulmﬁgmhhm

rapat kerja dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur

Menurut Penulis pembicaraan tahap 11l merupakan inti dari pembahasan
ranperda yang diajukan. Karena pada tahap ini pembahasan yang dilakikan dalam
rapat komisi/rapat gabungan komisi atau rapat pansus terjadi musyawarah mufakat
dalam pembentukan Naskah akhir.

Hasil laporan pembahasan pada pembicaraan tahap [Tl disampaikan pada rapat
pimpinan diperluas oleh tim penyerasi. Setelah itu Fraksi-fraksi menyiapkan pendapat
akhir dengan mengadakan koordinasi atau konsultasi apabila diperlukan sebelum
memasuki pembicaraan tahap TV atau rapat Paripuma Pendapat Akhir.

4. Pembicaraan tahap IV.
Pembicaraan tahap 1V (keempat) merupakan proses akhir pada pembahasan

rancangan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah memyangkut

pendapat akhir dari Fraksi-fraksi dan <ambutan Gubernur Provios! Sulawesi Selatan
jambi akhir. Dalam
atay yang mewakili terhadap putusit yang diambil dalam pendapat

s - utlcan:
Pasal 153 Tata Tertib DPRD Provinst gulawesi Selatan, menyeh

Pembicaraan tahap [V meliputi - Pari didahului dengan
- |am Rapat Panpurm? .
a. Pengambilan _kﬂputuiﬂﬁ‘;k:fwg gisampaikan oleh juru bicaran !:m e

b Feibaes kﬁmm@mmﬂu tersebut.

terhadap pangamu
impi i dalam @
Pada hilan keputusal yang dilakukan pimpinan sidang pat
pengambi

-47-

T



Fraksi-fraksi yang ada mengenai rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan
pada tahap pembicaraan 11l Dari laporan hasil Tahap Pembicaraan tersebut,

kemudian diambil keputusan apakah rancangan Peraturan Daerah dapat diwujudkan
menjadi Peraturan Daerah atau tidak.

Tahapan Pembicaraan Peraturan Dacrah yang berasal dani Prakarsa DPRD.

Tahapan pembahasan rancangan peraturan dacrah yang berasal dari prakarasa
DPRD mengikuti tahapan pembahasan ranperda atas inisiatif Gubernur, yaitu:

1. Pembicaraan tahap L.

Sebelum pembicaman tahap [ dimulai terlebih dahulu naskah rancangan
peraturan daerah yang diajukan oleh pemrakarsa disampaikan kepada Pimpifan
Dewan dan Pimpinan Dewan menyampaikan kepada anggota dewan melalu Fraksi
atau Komisi untuk mempelajari materi ranperda terscbul. Pimpinan Dewan juga

fan dan
memberikan pengarahan kepada Panitia Musyawarah untuk mencntukan geal

dan mekamsme
mekanisme pembahasan. Setelah adanya penentuan  wakiu

(ahap I atau Rapat Paripurna Penjelasanl
Provinsi Sulawesi Selatan,

pembahasan maka dimulailah pembicaraan
Dalam Pasal 150 huruf b Tata Tertib DPRD
menyebutkan:
iput: < o ci/Pimpinan Rapat
Pembicaraan mhaplmdlput;ﬂﬂ olch Pimpioan o :‘LP““F Rapst
b. Penjelasan dalam i_iaﬁﬂ P‘implupitﬂﬂﬂﬂ Danitia. Khusus
Gabungan Komist il i
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Penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atay pimpinan

rapat gabungan yang mengatasnamakan DPRD terhadap rancangan yang disusun oleh
DPRD.

2. Pembicaraan tahap II.

Dalam Pasal 151 huruf b angka 1 dan 2 Tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan menyebutkan:

Pembicaraan tahap II meliputi:
b. Dalam hal rancangan peraturan dacrah atas prakarsa DPRL:

1. Tanggapan/pendapat Gubemur dalam Rapat Panpurna terhadap
rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (2)
keputusan ini. B

3. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau
Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap tangapnln atau
pendapat Gubernur sebagai mana dimaksud pada huruf a angka 1.

Pada pembicaraan tahap II, Gubernur memberikan tanggapan atau pendapat

Rapat Gabungan Komisi aiau rept Pimpirar
pendapat Gubernur.

jawaban Pimpinan Komisi/Pimpinan
Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap tangga; st

3. Pembicaraan tahap IIL
¢ yang diusulkan Gubernur, maka

rah
Sepmﬁpadamnmnﬁﬂpemmmdm

pembahasan rancangan peraturi

Pembicaraan tahap 111 merupakan intl dar

: .cqraan antara pihak
ahapan inilsh tegadi Pemt
Usul prakarsa DPRD, pada

b Paniti K hus
Melalui mekanisme komisi atav ’
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ranperda yang diusulkan sebelum sampai pada tahap akhir pembahasan ranperda

tersebut.

Pada pembicaraan tahap IIL, menurut Penulis adalah penentu dari disetujui
atau tidak disetujuinya rancangan peraturan daerah tersebut, karena pada tahap ini
musyawarah mufakat terlebih dahulu dilakukan pada rapat gabungan komisi dalam
pembuatan naskah akhir ranperda tersebut Apabila terjadi mufakat antara pihak
pemrakarsa dan pihak Gubernur maka ranperda tersebut disetujui, begitu pula
sebaliknya. Setelah itu diadakan rapat Fraksi untuk Pendapat Akhur.

4. Pembicaraan tahap IV.
Sama seperti usulan rancangan perafuran daerah yang diusulkan Gubernur

tahapan [V atau tahapan pendapat akhir mengacu pada Pasal 153 huruf a dan b Tata

tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. Pembicaraan tahap TV menentukan apakah

rancangan peraturan daerah atas Prakarsa DPRD diterima atau tidak.
peraturan daerah dapat berasal dari inisiatif
peraturan daerah berasal dari

Dalam hal usulan rancangan

Gubernur maupun usulan dari pemrakarsa (rancangan
dalam wakiu bersamaan ada 2 (dua) rancangan peraturan

DPRD). Bagaimana apabila |
daerah disampaikan pada Pimpinan DPRD 7. Untuk menjawab perianyaan
yang

tersebut dapat dilihat pada Pasal j48 Tata Tertib

yang menyebutkan, bahwa:

[DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,

schagaimana dimaksud
akan diajukan mengenal
ka yang dibicarakan

turan

« Apabila ada 2 (dua) rﬂﬂﬁ;ﬁiﬁ ini, yang

iaafﬂa]n? s ﬁﬁ" ag waktu yang bersamadn. ma
yang sama



adalah rancangan peraturan daerah yang diteri ;
diterima kemudian dipergunakan sebagg, pﬁmﬂ? terlebih dahulu, dan

¢) Penandatanganan Peraturan Daerah

Setelah selesainya tahap pembahasan pembicaraan dimana hasil akhimya
telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah vang diusulkan Gubernur oleh DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan dan persetujuan DPRD ditetapkan dengan Keputusan
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tahapan berikutnya adalah Penandatanganan
Peraturan Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 154 ayat (1) dan (2) Tata
Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menyebutkan:

(1) Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditanda

tangani oleh Gubernur. |
(2) PErse:t“uj:an B:'RD' sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan DPRD.
i 1 nan ini adalah
Yang perlu diperhatikan setelah selesainya tahap penandatanga

Peraturan Daerah setelah mendapat persetyjuan dann DPRD,

pcmbemuknn Peraturan Daerah yang

syarat diundangkannya

sebagaimana yang diatur dalam asas-asas -
or 22 Tahun
terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nom

e | bersifat mengatur
utusan kepal daerah yang
turan daerah dan keP 7 jembaran daerab
= PFl.::daanc::E dengan menempatkanny2 dﬁl“mm (1), mempunyai kekuatan
dllcmcu bagaimana dimaksud pada Ebam ek
() Keentan sebagmot . pgian dlam e 5
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Simon S. Lopang, Kepala
Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa mekanisme penyusunan/pembuatan
rancangan peraturan daerah tentang retribusi di Provinsi Sulawesi Selatan terlebih
dahulu ditentukan jenis retribusi dan diusolkan oleh instansi yang mengelola retribusi
tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Selatan,
setelah adanya usulan, Dispenda selaku koordinator kerja mengadakan rapal bersama
instansi-instansi terkait untuk membentuk rancangan peraturan daerah tentang
retribusi. Dan ranperda tentang retribusi diserahkan kepada Biro Hukum dan

Organisasi untuk diteliti dari sudut hukum dan bentuk peraturan perundang-undangan

uniuk pemaniapan rancangan pemrurﬂnd.-mah, Setelah ity ranperda tertang retribusi

ubernur dengan nota pertimbangan melalu
pengantar ke DPRD Provinsi

dimintakan persetujuan kepada G
sekretariat daerah (Sekda) untuk mendapal surat

Sulawesi Selatan perihal permintaan -
pada Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi

retribusi. Selanjutmya mekanisme tunduk

. lis
Untuk lebih jelasnya, Penu 1
;. dimulai dengan tahapan sebagai

ibus
Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retn

berikut -

.-E'z"'



a Pemyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selstan wians
Retribusi,
Dalam penyusunan ranperda tentang retribusi melalui 2 (du) tzhapan yaitu:
1. Mengadakan riset dilapangan.

Riset di lapangan ini lakukan oleh Dinas Pendapatan Daersh (Dispenda)
bersama instansi yang mengusulkan atau yang akan mengelola retnbusi tersebut
dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya di Provinsi Sulawesi
Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum naskah rancangan peraturan daerah
temang retribusi dibuat.

Riset ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang potensi dari objek
ang akan dibuatkan peraturan dacrah. Gambaran ini akan menjaci
peraturan daerah. Adapun hal-hal

dan jenis retribusi y
suatu bahan acuan dalam penyusunan rancangay
juran retribusi dan

yang menjadi fokus riset adalah identifikasi kesediaan pembayar

mamfaat yang di terima.

i Selatan
2. Pembicaraan di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawest Se

acuan darn hasil riset dilapangan, Dispenda selaku

iperoleh data
. i.instansi terkait seperti Biro Hukum,

kﬂﬂl’d]natur mngadakan rﬂp.ﬂ bersamid instans
i yang akan mengelola
tentang retribusi di tingka

nnya unfuk mengantisipasi

t eksekutif

membicarakan rancangan perafurat dacrah
ingkat g]cg:]mﬂfﬂ'l!

Pembicaraan di t |
Sh'ﬂ, m_]'ua,ﬂ dlﬂ-‘]ﬂkﬂ

dan lembaga swadaya masya:ﬂkﬂl (L
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terjadinya kesalahpahaman dan melakukan sosialisasi awal rancangan peraturan

daerah tentang retribusi. Adapun usulan darj tokok masyarakat maupun tangpapan
dari LSM merupakan masukan atau pertimbangan dalam penyusunan ranperda
tersebut. Hasil pembicaraan di tingkat eksekutif ini akan disusun menjadi sebuah
naskah rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesai Selatan tentang Retribusi.
Dan naskah tersebut diserahkan kepada Biro Hukum Dan Organisasi Pemerintah
Daerah Sulawesi Selatan untuk diteliti dan segi hukum dan bentuk peraturan
perundang-undangan. Apakah materi ranperda terschut telah sesuai atau tidak
berleniangan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, seperti Undang-
Undang R 1. No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

1 intah
Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemennta

Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Setelah pemaniapan rancangan peraturan daerah tentang retribusi, kemudian

persctujuan kepada Bapak Gubernur Propinsi
berupa nota pertimbangan dan

naskah ranperda tersebut dimintakan

Sulawesi Selatan melalui Sekretariat Daerah (Sekda)

;3 . aulatan perihal permintaan persetujuan
surat pengantar ke DPRD Provinsi Sulawesi S

wesi Selatan dan proscs atal

pada tata tertib DPRD Provinst Sula e |
pembahasan berdasarkan :




bahasan Eanca
b, Pem fgan Peraturan Daerah Proyips: Sulawesi Selatan tentang
Retribusi di DPRD Provinsi Sulawes; Selatan

Surat dari Gubemur Provinsi Sulawes; Selatan perihal permintaan persetujuan
rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawes Selatan tentang Retribusi diterima
oleh Pimpman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta naskah ranperda tersebut.
Naskah ranperda tersebut oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan
kepada seluruh anggota DPRD melalui Fraksi atau Komisi untuk mempelajari materi
rancangan peraturan daerah tentang retnbusi dan Ketua DPRD juga memberikan
arahan kepada anggota Panitia Musyawarah untuk menentukan jadwal dan
mekanisme pembahasan.

Dalam tahapan PgmhahasandiDPRDPmﬁnsi Sulawesi Selatan ada 4

(empat) tahapan pembicaraan, yaitu:

1. Pembicaraan tahap 1
Pembicaraan tahap 1 atau Rapat Paripuma Penjelasan berisi penjelasan dan

i tentang dasar pemikiran dan pertimbangan dan hal-hal

Gubernur atau yang mewakil o
yusunan Peraturan Daerah Provins

yang berhubungan dengan materi dalam pen
Sulawesi Selatan tentang Retribusi, a0t i

. uﬁi-
_ Hmnmuhjﬁk,dﬂﬂsub?tkmmh

gounaan jasa yang bersangkutas.

- Cara mengukur tingkat Pe? A i
gt ruktur dan besarnya tarif peinibust

: penefapan §
- Prinsip yang dianut dalash
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- Wilayah dan tata cara pemungutan

- Tata cara penagihan.

- Ketentuan sanksi administrasi dan pidana,
Dasar pemikiran, pertimbangan dan materi ranperda yang disampaikan oleh Gubernur
kemudian ditanggapi oleh Anggota Dewan dalam pembicarsan tahap IT atau Rapat
Paripurna Pemandangan Umum.
2. Pembicaraan tahap IL

Pada tahap ini terlebih dahulu diadakan rapat fraksi, ketua fraksi memberikan
arahan kepada anggotanya untuk persiapan Pemandangan Umum. Dalam
pemandangan urmum ini fraksi mengemukakan pendapatoya melalui rapat paripurna.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Sakka Taggiling (wawancara tanggal
hu,“Hﬂnmmhngm1FﬁﬂthHﬁﬂuE[ﬂdaixmﬁ“id““
dalam batas kewajaran dan tidak

25 Oktober 2003), menyebui
obyek retribusi serta pertimbangan ekonomisnys
memberatkan masyarakat™.

Peraturan
pandangan umumnya terhadap rancangat
Selatan Tentang Retribusi, selanjuinya

Pandangan tersebut.
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[, Adapun mekanisme yang ditentukan oleh Panitia  Musyawarah terhadap

rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi melalui

komisi.

Sebelum Rapat Komisi (komisi yang berwenang melakukan pembahasan
terhadap ranperda tentang retribusi adalah Komisi C, Bidang Keuangan) dimulai
terlebih dahulu Fraksi memberikan arahan kepada anggotanya. Setelah itu Komisi C
mengadakan rapat intern membahas rancangan peraturan daerah lentang retnibusi,
kemudian melakukan rapat kerja bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh
Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Kepala Instansi yang mengelola retribusi bersangkutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Simon S. Lopang (wawancara
tanggal 20 September 2003) menyebutkan, “Dalam pembahasan rancangan prrhfuem
dacrah tentang refribusi, anggota Komisi C mengadakan peninjauan dan hmjmgmf
pemungutan retribusi sert2 mengadakan studi

cnctapkan/melaksanakan peraturin dacTah
bahas sebagai perbandingan

kerja terhadap obyek dan wilayah

banding ke daerah lain yang telah m

cedang di
sebagaimana rancangan peraturan e

kelak dilaksanakan di Propinsi sulawesi Sl

Setelah rapat komisi, selanuiys dindakas



(Gabungan Komisi tercapai kesepakatan terhadap besarnya tari fresribusi, wilzyah dan
fata cara pemungutan, dan lainnya sehubungan dengan materi ranperda tersebut.
Setelah naskah akhir rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
disepakati, maka pembicaraan tahap 111 telah selesai. Dan laporan hasil pembahasan
pada pembicaraan tahap III disampaikan pada rapat Pimpinan Diperluas oleh tim
penyerasi. Dalam rapat Pimpinan Diperluas diadakan koordinasi dan konsultasi serta
persiapan akhir memasuki pembicaraan tahap [V atav rapat Parpuma Pendapat
Akhir,
4. Pembicaraan tahap [V.
Dalam pembicaraan tahap TV, dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat
paripurna ferhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang
dapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh

menyatakan persetujuannya

Retribusi, yang didahulu dengan pen
jury bicaranya. Pada umumnya pendapat akhir Fraksi
terhadap terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
Setelah pendapat akhir fraksi yang menyatakan
nsi Sulawesi Selatan Tentang
. an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

persefujuannya terhadap
2 Retribusi selanjuinya
rancangan Peraturan Daerah Provi
penetapan ranperda tersebut menjadi Perd

Tentang Retribusi dengan e

Gubernur Provinsi Sulawes

Sulawesi Selatan. Pada tahap ini o " N
pbutan

kesempatan untuk menyampaikad S30
tersebut
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¢. Penandatanganan

Tahap penandatangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang

Retnibusi yang telah disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD

dan ditandatangani oleh Gubemur. Setelah ditandatangani, Gubernur kemudian

memenntahkan kepada Sekretaniat Provinsi Sulawesi Selatan untuk diundangkan

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut ini Peraturan Daerah Provins: Sulawesi Selatan Tentang Retribusi dar

tahun 1999,

No

Peraturan Dacrah

Tentang

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 1999.

Bermolor.

Retribusi Pengujian Kendaraan

Retribusi Lzin Trayek.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 11 Tahun 1999.

Selatan Nomor 12 Tahun 1999,
Peraturan Dacrah Provinsi Sulawest
Selatan Nomor 39__,'['31111!_2#—”“—-——1

9,

i
[
3
4
5
| 6. | Peraturan Daerah Provinsi Sulawest
Eg
=
8

T

o —— e T

Peraturan Dacrah Provinsi Sulawes]
Selatan Nomor 40 M—L—""
Peraturan Daerah Provinsi SUlWes!

Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi
:gigigiméﬁm Retribusi Pelayanan Kesehatan
?ﬁﬂiﬂﬁm Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Selatan Nomor 4 Tahon 1999, 2 80 prodube) Usaha

Daerah. .
Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Retribusi

Sumber Data: _Bagian Peratoran Per

Provinsi Sulawesi Selatar:

41 Tahun 2001. -
Selatan Nomor '——w




g. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Wiiisidan Hieniarni
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi,

Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan
ckonomi yang relatif cepat harus menyesuaikan dini dengan berbagai dinamika
kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat yang dikandung oleh Undang-undang
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berupa tuntutan kemandinian
bagi setiap daerah untuk memacu pembangunan di daerahnya. Secara implementatif
kemandirian untuk mengelola daerahnya termasuk pembiayaan pembangunan di
dacrah telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan lahimya Undang-undang Nomor

75 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintah Daerah.
il penelitian Penulis di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawes!

Tentang Retribusi.
1. Faktor Pendukung Dalam Pembuatan
Selatan Tentang Retribusi-

enjadi faktor penduk
Retribusi, yiTU"

Adapun yang ™

Provinsi Sulawesi Selatan Tentang



g Amanah Undang-undang.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 34
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan retoibusi daerah, menyebutkan “ Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah “,
Sebagaimana tujuan diadakannya undang-undang ini yaitu adanya kepastian, keadilan
dan kemanfaatan di bidang retribusi. Maka dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tentang Retribusi dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan
pemungutan retribusi di Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam wawancara kami dengan Bapak Simon L. Lopang, Beliau menyatakan
« Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat scenaknya dapat mengenakan

retribusi kepada Masyarakat, karena persoalan retribusi daerah telah diatur secara

jelas dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, yang kemudian disusul dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tabun 2001 tentang Retribusi Daergh, Dalam

memacu pendapatan asli bukan scktor pajak adalah cektor retribusi yang menjadi

kewewenangan Pemerintah Provinsi~.
kan Peraturan Dacrah dalam penetapan

daerah untuk menetapkan
or 34 Tahun 2000

Menurut Penulis amanah pembentu

: - k
ienis retribusi dacrah, memberikan kewenange? epada
Undang Undang nom

jenis retribusi sebagaimana diatur dalam

Pasal 18 ayat (4), yaitw:
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“(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retrbusi selain
ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan™

Dan oleh karena itu, semenjak keluamya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000
Tentang Perubahan Alas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia MNomaor
&6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dagrah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan Daerah Tentang Retribusi, yaitw

a. Peraturan Dacrah Provinsi gulawesi Seclatan Nomor 39 Tahun 2001

2. Faktor Penghambat Dalam Pembud
Selatan Tentang Retribusi
S okins pmghmﬂ"’a‘ dalam pemd
Provinsi Sulawesi Selatan TeAt205
o Penilaian Politis. o) . ima sepanjang langsung
Besarnya biay2

komsumsi f€71¢
dikaifkan kopada suatu petayee™® &
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dan dapat dimengerti sesuai dengan keinginan khalayak banyak. Namun demiki
miklEn

tingkat atau besarnya retribusi lebih sensitif secara politik. Peningkatan-peningkatan

nilai retribusi memerlukan keputusan-keputusan politik tertenty i korung palputér.
Sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang berkeinginan umtuk
meninggkatkan nilai dan retnbusi tersebut. Menunn Bapak HM. Aris Pangerang
(Sekretaris Komisi C DPRD Propinsi Sulawesi Selatan) mengemukakan, “Besar
biaya retribusi yang diajukan dalam rancangan ranperda tentang retribusi terkadang
nominalnya lebih besar dari jasa yang diberikan oleh pihak pengelola™ (wawancara
tanggal 25 Oktober 2003). Lebih lanjut beliau mengemukakan, “Peningkatan
penilaian retribusi oleh pengelola retribusi belum sebanding dengan pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat™.

Menurut Penulis, scbagai akibat dari kegagalan untuk menaikkan retrnibusi

melalui kelambanan politis, kadang perlu subsidi terhadap retribusi yang dikelola dan

ubungan langsung antara jasa yang

itis. Masyarakat dapat membuat
retribusi tidak selalu merupakan suatu keunfungan POt
g mereka terima dan

individu antara pelayanan ya

diberikan dan
pelayanan akan menurun. H

jumlah yang mercka bayar terhadap jasa FeibS:

3=




BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan
sebagai berikut :

1. Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah diatur
secara jelas dalam Tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa
tahapan dalam proses penyusunan Peraturan Daersh yaitu pertama, asal
rancangan perafuran daerah. Kedua tahapan pembahasan rancangan peraiuran
daerah di DPRD dan ketiga tahap penandatanganan peraturan dacrah. Tata cara

penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTentang Retribusi telah

sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

sebagaimana yang diatur dalam Tata tertib DPRD Provinst Sulawesi Selatan.

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribust tetap

tahun
dilandaskan pada Undang-undang Nomor 34

i Dacrah
Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentans Retribust
Provinsi Sulawesi Selatan



B. Saran-saran

{. Dalam mekanisme penyusunan peraturan daerah yang tejadi selama ini
memperlihatkan dominasi peran Pemerintah Provinsi dan DPRD yang sangat
besar dan tertutup. Akses dan pelibatan publik dalam proses penyusunan
Peraturan Daerah masih sangat kurang, sehingga untuk masa mendatang
diharapkan peran publik bukan hanya penonton melainkan memiliki peran akitif
dalam proses penyusunan Peraturan Dacrah dalam bentuk kesempatan untuk
memberikan masukan, pendapat maupun langgapat bahkan drafi rancangan
Peraturan Daerah untuk di usulkan kepada Pemenntah Provinsi Sulawesi Selatan

dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus menciptakan metode baru

dalam melakukan sosialisasi peraturan daerah, karena selama ini publik sangat

sulit untuk mengakses bahkan untuk tahu tentang peraturan daerah. Metode itu
dapat berupa adanya Situs on-line yang khusus untuk menyediakan informasi
tentang semua Peraturan Daerah Provinsi Gulawesi Selatan.

Dalam proses intensifikast retribusi daetal, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
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peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPR R1 Nomor IIVMPR/2000, Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan, Varia Peradilan, Majalah Hukum
Tahun XVI No. 181 Oktober 2000, Jakarta, 2000.
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, Teniang Pemerintahan Daerah, Djambatan,
Jakarta, 1999,
Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbingan Keuangan antara
Pemeriniah Pusat dan Daerah, Djambatan, Jakarta, 1999
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubashan atas [ mcdang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Novinda Pustaka Mandiri, Jakaria, 2001.
Peraturan Pemerintah No 65 dan 66 Tahun 2001, Tenlang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Novindo Pustaka Mandiri, ;a;‘nﬁ 2001. ;
iden Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Tentang Teknik Peryusund
e Peraturan Perumdang-Undangon Dan Bentuk Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemeriniah, Dan Rﬂnmngﬂs-'; I
Keputusan Presiden, Sekretariat Dacrah Propinsi Sulawest Selatar.
Makassar, 2000.

! - o Qulawesi Selatan Nomor 50
rwakilan Rakyat Dacrah Propinsi Sulay _
Feps DEWN_}:;M Z{LJ' |, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinst Sulawesi Se.‘mani Sekretariat DPRD
Propinsi Sulawesi Selatan, - 2001.

2003,
KOMPAS Amanat Hati Nurani Rakyat, Tanggal 14 Agustus
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FEMEAlINIAF FROFINSI SULAWES! SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH
s, AR Jenderal Unp Sumchario Momer 2689 Telepon (0411) 453182, 453154, 453204 Fay, 4554
MAKASSAR g02d ' 453580

SURAT KETERANGAN
Nomar: 399 - 4 AHuk-Org

Kepala Biro Hukum Dan Orpanisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, dengan in

menerangkan bahwi :

MNama - ANDI ADHA

No. Pokok - BII198 033

Program - Strata Satw/ [lmu Hukum
Jurusan/Bagian - Hukum Tata Negara

Alamat - BTN Wesabbe B. 10, Tamalanrca.

Benar telah melakukan penelitian dan diberikan data serta informasi sehubungan dengan judul
xoelitian mengenai : TINJAUAN HUKUM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI DI PROPINS! SULAWESI SELATAN. Yang dilakukakan sejak tanggal 13 Septemier
003 s/d 17 Oktober 2003, pada Biro Hukum [Dan Chrgsanisasi Bagian Peraturan Peruminng-undangan

lan Dokumentasi Hukum Propinsi Sulawes! Selatan.

_— st Balumat.
iﬂtkﬂ‘*mﬂgﬂeﬂ ini dibuat berdasarkan Surat Kepala Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan

Yomor (70/3272-11/PKB-SS, Tanggal 17 September 2003, Perihal Tzin Penelitian.

iki ; 1 eslinya.
“emikian keterangan ini diberikan unituk dipergunakan sehagaimana mesliny

Makassar, 3 Oktober 2003
An, Asisten K etataprajaan

P Kepala B'm.'l-lu_kum Dan Organisasi




